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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Jogja 

Bawen di Padukuhan Bantulan, Kalurahan Margokaton, Kapanewon 

Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai 

dengan tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap 

penyerahan hasil yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jis 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun 

terdapat kendala nilai ganti kerugian yang diterima responden. Dalam 

musyawarah penetapan nilai ganti kerugian responden mengusulkan untuk 

menaikan nilai ganti kerugian yang sesuai dengan harga pasar. Hal tersebut 

sudah tersampaikan tetapi tidak ada hasil sehingga pembayaran ganti rugi 

dilakukan dan masyarakat menyetujui besar nilai ganti kerguian yang 

ditetapkan oleh hal tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan Pasal 68 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023. 
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B. Saran 

Instansi yang memerlukan tanah diharapkan memberlakukan 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang tidak hanya berfokus 

pada proses pemeberian ganti kerugian, tetapi juga memeberikan 

pendampingan sosialisasi, edukasi, dan konsultasi mengenai pengelolaan 

dan pemanfaatan dana ganti kerugian secara produktif sehingga diharapkan 

para bekas pemilik tanah atau yang menerima ganti kerugian dapat 

memanfaatkan dana tersebut secara bijak, misalnya untuk kegiatan usaha, 

investasi, atau kebutuhan produktif lainnya yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan taraf hidup mereka dalam jangka panjang.  
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